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PENDAHULUAN
• Protokol notaris adalah dokumen hukum penting yang menyimpan

minuta akta dan menjadi bukti autentik dari berbagai perjanjian.
Penyimpanan dan pemeliharaan protokol merupakan kewajiban utama
notaris untuk menjaga keabsahan dan kepastian hukum. Protokol ini
mencakup;

• Minuta Akta,

• Buku daftar akta atau Repertorium,

• Buku daftar akta di bawah tangan,

• Buku daftar nama penghadap atau Klapper,

• Buku daftar protes, dan

• Buku daftar wasiat.
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LANJUTAN
• Menurut UUJN pasal 16 Ayat 11, protokol adalah milik masyarakat dan harus dijaga

dari kerusakan atau kehilangan. Jika protokol rusak, notaris bisa dikenai sanksi. Dalam
praktiknya, terjadi kasus di mana protokol notaris rusak karena rayap dan air setelah
notaris meninggal, menyebabkan keterlambatan penunjukan notaris penerima
protokol dan keresahan masyarakat.

• Dalam situasi darurat (seperti kebakaran), minuta akta yang musnah memerlukan
perlindungan hukum bagi para penghadap. Notaris perlu mengambil langkah
preventif seperti digitalisasi dan jika dokumen hilang, perlu melakukan prosedur
hukum (misalnya permohonan ke pengadilan).

• Ketika notaris meninggal, protokol harus diserahkan ke notaris penerima yang ditunjuk
oleh MPD. Namun, jika arsip rusak, proses ini terhambat. Ahli waris bertanggung jawab
menjaga dan menyerahkan protokol, meskipun mereka belum tentu memahami
isinya. Maka, penting dilakukan koordinasi dengan MPD. Ahli waris juga dapat
mengusulkan calon notaris penerima.
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PENELITIAN TERDAHULU
PENELITIAN SEBELUMNYA 

• Kewajiban Serta Tanggung Jawab Notaris Dalam Pelaksanaan Protokol Notaris Dan Penyimpanan
Minuta Akta

• Perlindungan Hukum bagi Para Penghadap Terhadap Minuta Akta sebagai bagian dari Protokol
Notaris yang Musnah Akibat Kebakaran

• Upaya Ahli Waris Notaris dan Perlindungan Hukum terhadap Penghadap atas Protokol Notaris
yang Hilang atau Rusak

Manfaat penelitian mengenai tanggung jawab ahli waris notaris yang meninggal terhadap protokol
yang rusak meliputi pemahaman tentang kewajiban hukum ahli waris dalam pengelolaan protokol,
yang dapat mengurangi kebingungan dan sengketa.

Penelitian ini juga bertujuan untuk meningkatkan kesadaran notaris dan ahli waris mengenai
pentingnya perlindungan arsip notaris serta konsekuensi hukum dari kerusakan. Selain itu, penelitian
ini diharapkan memberikan rekomendasi bagi pembuat kebijakan untuk memperbaiki prosedur
pengelolaan protokol, melindungi hak-hak klien, dan menjaga integritas profesi notaris, sehingga
hak-hak klien almarhum tetap terjaga dan kepercayaan publik terhadap profesi notaris meningkat.
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ISU HUKUM

• Apakah Ahli Waris Notaris yang Meninggal Dunia Bertanggung
Jawab Terhadap Protokol Yang Rusak Tersebut?
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METODE PENELITIAN
• Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif-empiris. 

Data di lapangan sebagai pendukung metode diperoleh melalui
wawancara dengan Ketua MPD terkait. Disamping itu, peneliti juga 
menggunakan UUJN No. 2 tahun 2014 meneliti kewajiban notaris dalam
menjaga dan menyimpan protokol notaris, khususnya minuta akta setelah
notaris meninggal dunia. Penelitihan ini akan meneliti ketentuan hukum
yang mengatur tanggung jawab notaris dan ahli waris dalam menjaga
keutuhan protokol notaris, serta sanksi yang dapat di kenakan jika terjadi
pelanggaran. 
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HASIL DAN PEMBAHASAN 

Protokol Notaris Sebagai Arsip Negara
• Protokol notaris adalah kumpulan dokumen penting, termasuk arsip negara, yang menjadi 

tanggung jawab notaris dan harus disimpan dengan baik. Jika notaris meninggal, protokol 
diserahkan kepada ahli waris, yang wajib melaporkannya ke Majelis Pengawas Daerah (MPD) untuk 
penunjukan notaris penerima protokol. Meski belum diatur secara eksplisit dalam UU Kearsipan 
maupun UUJN, protokol tetap memiliki nilai penting sebagai bukti hukum.

• MPD berperan dalam mengawasi pemeliharaan protokol, termasuk minuta akta. Jika dokumen 
rusak karena keadaan luar biasa (overmacht) seperti kebakaran, notaris tidak dapat dimintai 
pertanggungjawaban, selama penyimpanan telah dilakukan sesuai prosedur. Hubungan antara 
notaris dan para pihak bukan kontraktual, sehingga gugatan wanprestasi atau perbuatan 
melawan hukum tidak relevan jika tidak ada unsur kelalaian atau kesengajaan.

• Walaupun belum ada regulasi spesifik mengenai protokol notaris dalam situasi overmacht, notaris 
tetap berkewajiban secara moral untuk melaporkan kerusakan ke MPD dan Kemenkumham. 
Keberadaan dan perlindungan protokol sangat penting untuk menjaga kepastian dan 

perlindungan hukum bagi semua pihak yang terlibat.
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LANJUTAN

Kewajiban Notaris Dalam Menjaga Protokol
• Perlindungan hukum bagi notaris penerima protokol sangat penting agar mereka tidak dibebani tanggung 

jawab atas isi atau keabsahan akta yang disimpannya, selama penyimpanan dilakukan sesuai prosedur dan 
profesional. Notaris penerima hanya bertanggung jawab atas penjagaan protokol, bukan atas akta yang dibuat 
notaris sebelumnya. Ini mencerminkan prinsip keadilan dan memberikan rasa aman dalam praktik notaris.

• Jika terjadi kehilangan minuta akta akibat keadaan luar biasa (seperti kebakaran), notaris harus:

Membuat laporan kehilangan ke kepolisian.

Memberitahukan Majelis Pengawas Daerah (MPD), serta MPW dan MPP.

Melampirkan surat kehilangan dari kepolisian dan hasil lab forensik jika diperlukan.

Mengajukan permohonan penetapan pengadilan untuk mengesahkan bahwa kehilangan disebabkan 
oleh keadaan darurat.

Setelah penetapan pengadilan keluar, MPD dapat memerintahkan notaris untuk membuat ulang akta.

• Meskipun UUJN belum mengatur secara khusus perlindungan hukum dalam kasus kehilangan akibat overmacht, 
mekanisme melalui laporan kepolisian dan penetapan pengadilan memberikan solusi hukum dan perlindungan 
bagi notaris dan para pihak terkait.
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LANJUTAN
Tanggung Jawab Ahli Waris Terhadap Protokol Notaris Ketika Notaris Sudah
Meninggal Dunia

• Setelah notaris meninggal dunia, protokol notaris yang merupakan arsip negara menjadi tanggung 
jawab ahli waris. Namun karena tidak semua ahli waris memahami dunia kenotariatan, mereka 
wajib melaporkan protokol tersebut ke Majelis Pengawas Daerah (MPD) dalam waktu 30 hari sejak 
meninggalnya notaris.

• MPD akan menunjuk notaris penerima protokol, namun ahli waris juga memiliki hak untuk 
mengusulkan siapa yang akan menerima protokol, seperti saudara, teman, atau orang terpercaya.

• Jika ahli waris tidak melapor atau mengurus protokol, hal ini bisa merugikan pihak-pihak yang 
pernah membuat akta, karena dokumen penting berisiko rusak (misalnya terkena air, rayap, atau 
kebakaran). Dalam kasus tersebut, MPD akan mengambil alih dan menentukan notaris penerima 
protokol.

• Selain itu, ahli waris harus memastikan seluruh kewajiban administratif dan finansial notaris 
diselesaikan dengan baik agar tidak menimbulkan masalah di masa depan. Bila perlu, mereka 
dapat meminta bantuan dari pihak yang berpengalaman dalam bidang hukum kenotariatan agar 
proses berjalan sesuai aturan.
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KESIMPULAN 
Perlindungan hukum bagi masyarakat atas protokol notaris yang rusak
sangat penting untuk menjamin keadilan dan kepastian hukum. Dengan
adanya pengaturan yang jelas mengenai upaya hukum notaris dan
mekanisme penyelesaian sengketa, masyarakat dapat merasa lebih aman
dalam menggunakan jasa notaris. Keberlanjutan sistem hukum yang kuat
akan memperkuat kepercayaan publik terhadap lembaga notaris. Dalam
situasi di mana minuta akta hilang atau musnah akibat keadaan overmacht,
seperti bencana alam atau kejadian tak terduga lainnya, notaris tidak dapat
dimintai pertanggungjawaban secara hukum karena kejadian tersebut
berada di luar kendali mereka. Namun, untuk melindungi diri dari implikasi
hukum, notaris harus mengambil langkah-langkah proaktif, seperti
melaporkan kehilangan kepada pihak kepolisian, menyusun berita acara
kehilangan, dan melaporkannya kepada Majelis Pengawas Daerah atau
Majelis Pengawas Wilayah.
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